






2.1  Evaluasi Kebijakan 
Evaluasi umumnya digunakan untuk menilai atau mengukur sejauh mana efektifnya atau 
dampak dari kebijakan publik guna dipertangung jwabkan kepada konstituennya. Sejauh 
mana tujuan program dapat dicapai, serta sejauhmana kesenjangan atau perbandingan antara 
tujuan yang telah dirancang dengan kenyataan atau realita yang sudah diimplemetasikan. 
Berdasarkan Lester dan Stewart dalam buku Winarno (2008:166) evaluasi kebijakan juga 
diperbedakan dalam dua peran yang berbeda yaitu, yang pertama untuk menspesifikan 
dampak-dampak yang bermunculan oleh suatu kebijakan atau peraturan dengan langkah 
mendeskripsikan konsekuensinya. Sedangkan yang kedua yaitu untuk menilai dan mengukur 
tingkat kesuksesan dan kegagalan dari suatu kebijakan yang diukur melalui standar atau 
kriteria yang sebelumnya sudah ditentukan.   
Evaluasi kebijakan yaitu suatu urusan yang berisi pengukuran dan penilaian terhadap suatu 
tindakan yang lahir dari kebijakan maupun hasil (outcame) ataupun konsekuensi (impact), 
sehingga manfaat evaluasi akan memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan untuk 
menentukan langkah kedepan yang dapat diambil.  Menurut Anderson dalam Winarno ( 
2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan  
“sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 
substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.” 
Pentingnya evaluasi dalam kebijakan public dapat memperbaiki kebijakan apabila ada yang 
berkurang. Evaluasi kebijakan sekiranya bermaksud untuk mengetahui 4 aspek yaitu 
(wibawa:1994) :  
(1) proses pembuatan kebijakan,  
(2) proses implementasi,  
(3) konsekuensi kebijakan,  
(4) efektivitas dampak kebijakan. 
 
Evaluasi Kebijakan dapat dikatakan bahwa pelaku suatu aktifitas maupun hasil dari 




kinerja aktifitas yang memuat proses pelaksanaan hingga perubahan yang terjadi setelah 
suatu aktifitas sudah dilaksanakan. Jadi evaluasi kebijakan merupakan tahapan penilaian 
terhadap suatu obyek, untuk mengetahui hasil capaian, kemajuan serta kendala yang 
dijumpai dalam pelaksanaannya program untuk dipelajari dan dijadikan perbaikan 
pelaksanaan program kedepannya. (Puspita Jayanti:2020) 
 
2.1.1  Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan  
Menurut James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) mengakategorikan evaluasi 
kebijakan dalam tiga tipe, sebagai berikut:  
a. Tipe pertama  
Evaluasi kebijakan dimaknai sebagai kegiatan fungsional. Jika evaluasi kebijakan 
dipahami dengan kegiatan fungsional maka evaluasi ini akan terasa penting 
dilakukan dan akan sama pentingnya dengan kebijakan. Sehingga kegiatan evaluasi 
kebijakan dijadikan sepaket dengan lahirnya suatu kebijakan 
b. Tipe kedua  
Tipe evaluasi ini berkonsentrasi pada bekerjanya suatu kebijakan atau program 
dalam implementasinya. Tipe ini lebih mengkaji tentang suatu efektifitas dan 
efisiensinya implementasi program. 
c. Tipe ketiga  
Tipe yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan sistematis, tipe evaluasi kebijakan ini 
melihat secara factual dan rasional secara menyeluruh tentang program kebijakan 
yang dilaksanakan guna mengukur dan menilai dampak yang ditimbulkan untuk 
masyarakat yang terdampak dan memandang raihan tujuan yang telah tercapai dari 
suatu program. 
Menurut tipe yang telah disebutkan diatas, yang sangat cocok dengan penelitian 
ini adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis, dimana peneliti akan melihat latar 
belakang dan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Reforma Agraria melalui 
mencari fakta tentang kebijakan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang 
diharap-harapkan. Penelitian ini difokuskan untuk melihat evaluasi pada  kebijakan 
jika dihubungkan dengan evaluasi kebijakan Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 




kemajuan atau tidak baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, kemakmuran dan lain-
lainnya. Sehingga penulis dapat mendeskripsikan suatu hasil pengukuran atau 
penilaian setelah implementasi kebijakan itu dilaksanakan. 
 
2.1.2   Dimensi Evaluasi Kebijakan  
Kebijakan public akan selalu berhubungan dangan suatu dampak yang  mempunyai 
dimensi dan segala aspek harus dicermati dalam mengkaji evaluasi. Kebijakan 
merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna dapat 
mensejahterakan masyarakat. Melalui kebijakan, pemerintah dapat bekerja secara 
optimal bedasarkan porsi dan kewenangan instansi terkait (Nurjaman,A. 
Sulistyaningsih, T: 2006) 
 Menurut Winarno (2002: 171- 174) setidanya ada lima format ukuran atau dimensi 
yang harus dikaji dalam evaluasi kebijakan untuk menilai dan mengukur suatu dampak 
yang dihasilkan oleh suatu kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:  
a. Dampak kebijakan yang mengenai masalah-masalah public dan dampak kebijakan 
terhadap masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam 
kebijakan.  
b. Kebijakan yang memungkinkan berdampak terhadap situais dan kondisi atau 
kelompok organisasi didalam maupun diluar sasaran atau tujuan dari kebijakan 
tertentu. 
c. Kebijakan yang memungkinkan berdampak terhadap situais dan kondisi masa lalu, 
sekarang dan masa yang akan datang. 
d. Evaluasi juga mengenai masalah pembiayaan yang dialokasikan untuk biaya 
pelaksanaan program suatu kebijakan public.  
e. Evaluasi juga tentang Biaya yang dibebankan kepada pihak yang terlibat dalam 
kebijakan tersebut. 
Pengantar peneliti yang akan melakukan  evaluasi dampak kebijakan, setidaknya tiga 
hal yang harus diperhatikan yaitu:  
a. Evaluasi kebijakan berjuang semaksimal mungkin memberikan informasi factual 




bertujuan untuk menilai aspek implementasi kebijakan dan mengukur hasil dari 
suatu kebijakan. 
b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan 
masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada 
substansi dari kebijakan publik yang ada.  
c. Evaluasi kebijakan harus juga memberikan sumbangan dan dukungan terhadap 
evaluasi kebijakan yang lain khususnya dari aspek metodologi yang berarti evaluasi 
kebijakan diupayakan untuk menghasilkan pertimbangan dari penilaian-penilaian 
yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.  
Menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), Evaluasi Kebijakan 
diartikan dalam lingkup sederhana yaitu suatu hal yang bersinambung dengan proses 
informasi actual mengenai manfaat kebijakan yang dilahirkan oleh suatu kebijakan. 
Pada saat evaluasi dirasa positif yang menghasilkan pemecah masalah public maka 
informasi itu yang berisi tujuan dan sasaran dapat dijadikan sumbangsih atau masukan 
bagi evaluator maupun pengguna lainnya secara umum dan luas. Hal ini dinilai 
menguntungkan jika fungsi evaluasi kebijakan sudah terpenuhi dengna maksimal. 
Salah satu fungsinya yaitu memberikan informasi yang actual, valid dan factual 
mengenai apapun tentang kebijakan. Dampak kebijakan ini menyangkut aspek  sperti:  
a. Kesamaan antara kebijakan dengan kepentingan masyatrakat, untuk menimbang 
kebutuhan, manfaat dan peluang yang diraih melalui kebijakan / program. Hal ini 
akan menginformasikan seberapa banyak tujuan yang diharapkan dan tujuan yang 
sudah diraih.  
b. Pelaksanaan kebijakan, informasi tindakan yang dijalankan dalam pelaksanannnya 
sudah sangat maksuma, efektif, berkeadilan, rensponsive dan akuntabel. Hal ini 
evaluasi kebijakan juga memandang aspek Hak Asasi Manusia (HAM) pada saat 
pelaksanaan kebijakan kaerna diperlukannya kepastian tidak adanya pelanggaran 
Hak Asasi Manusia dalam implementasi yang hanya bertujuan untuk terselesainya 
tujuan dan sasaran. Hal ini meminimalisir tindakan negative dari pelaksanaan 
kebijakan yang ingin melakukan segala cara untuk terpenuhinya tujuan dan sasaran 




harus mampu memelihara hasil yang dikeluarkan dan hasil yang didapatkan yang 
dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan. 
 
2.1.3.  Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik  
 
Menurut Samudra dkk dalam Nugroho (2003:186-187), fungsi evaluasi kebijakan 
publik dibagi menjadi 4 fungsional: 
a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat mendekskripsikan pelaksanaan kebijakan bisa  
dapat dibuat suatu abstraksi atau penyamarataam tentang pola-pola hubungan antar 
berbagai dimensi yang factual diamatinya. Evaluasi ini membuat peneliti dapat 
mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau 
kegagalan program.  
b.  Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui sistematis dan tata cara pelaksanaan 
yang dikerjakan oleh para pelaku kebijakan baik dari birokrasi, kelembagaan, 
masyarakat atau pelaku lainnya yang diharuskan sesuai dengan prosedur sistematis 
yang diamanatkan oleh kebijakan.  
c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui tentang output atau hasil dari kebijakan 
tersebut apa secara tepat dan benar tersalurkan kepada masyarakat yang dijadikan 
target sasaran kebijakan atau telah terjadi penyimpangan, penyelewengan dan 
kebocoran output dalam pelaksanaan kebijakan.  
d. Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui juga tetang dampak yang terjadi 
dimasyarakat khusunya dampak dari aspek social ekonomi yang ditimbulkan oleh 
kebijakan tersebut.  
Menurut Rossi dan Freeman dalam William Dunn, (2000: 36):  
Menggambarkan penilaian tentang dampak bertujuan untuk memperhitungkan 
atau memprediksi terhadap intervensi menghasilkan pengaruh yang diharapkan 
atau tidak. Prediksi seperti ini tidak menghasilkan hasil yang valid tapi hanya 
beberapa jawaban yang berlogika. 
Berdasarkan  pengertian di atas maka dapat disebutkan bahwasanya  evaluasi sistematis 




kebijakan yang dilaksanakan mencapai tujuan yang diharapkan, pihak yang mendapatkan 
keuntungan atau memerlukan kebutuhan bantuan dari kebijakan program yang 
dilaksanakan oleh kelembagaan atau stakeholder terkait dan berwenang. 
2.1.4   Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan  
Evaluasi dampak suatu kebiajkan publik membutuhkan suatu kriteria untuk menilai 
kesuksesan suatu kebijakan. Menurut WIlliam Dunn (2003) dalam (Putro, Saimana, IT 
Sihidi, 2020)  menyangkut proses berjalannya kebijakan dalam melahirkan informasi 
terdapat kriteria evaluasi dampak sebagai berikut  :  
a. Efektivitas  
Menurut Winarno (2002: 184): Efektivitas memiliki suku kata efektif yang berarti 
tercapainya kesuksesan dalam menggapai tujuan atauharapan yang sudah ditentukan. 
Kriteria efektifitas ini berkaitan dengan harapan yang ditentukan oleh hasil dengan hasil 
yang dicapai secara actual.  
Menurut paparan diatas maka menjelaskan pencapaian tujuan adalah bentuk dari 
efektifitas suatu kebijakan dimana semakin besar pencapaian tujuan yang didaptkan oleh 
suatu kinerja organisasi atau kelembagaan maka semakin besar juga nilai keefetifan dari 
kinerja kelembagaan. Terkait dengan hasil pasca implementasi kebijakan ternyata 
mampu memecahkan permasalahan yang ada maka bisa dikatan suatu kegiatan kinerja 
dari pelaksanaan kebijakan tersebut berhasil, sedangkan apabila tidak mampu 
memecahkan permasalahan dimasyarakat maka dikatakan hal itu suatu kinerja kebijakan 
yang gagal atau efektif jangka pendek.  
Efektifitas itu sinkronisasi antara hasil dan tujuan yang dimana besarnya hasil atau 
output akan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan maka semakin besar hasil yang 
diterima masyarakat maka semakin tingginya presentase pencapain tujuan bisa dicapai 
dan berarti semakin efektifnya kelembagaan, acara atau kegiatan yang dilaksanakan. 
sinkronkan dengan hal yang dijelaskan, capaian efektifitas berasal dari standart 
terpenuhinya tentang sasaran dan tujuan yang diraih untuk tepat sasaran dan memecahkan 




b. Efisiensi  
Menurut Winarno (2002: 185):  Efisiensi (efficiency) memiliki persamaan dengan 
rasionalitas ekonomi yang merupakan hubungan antara usaha dan efektifitas serta juga 
diukur dari ongkos moneter. Efisiensi umumnya ditetapkan melalui pehitungan anggara 
pembiayaan per unit atau layanan. Manjadikan kebijakan yang mencapai efektifitas tinggi 
dengan dibarengi biaya kecil itu dinamakan efisiensi. Apabila sasaran dan tujuan yang 
diarapkan sangat sederhana namun anggaran pembiayaan yang dikeluarkan melalui 
proses kebijakan terlalu tinggi ini berarti kegiatan kebijakan tersebut melakukan 
pemborosan dan tidak efisien.  
c. Kecukupan  
Menurut Winarno (2002: 186): Kecukupan orientasi kebijakan publik dapat disebut 
ketika tujuan kebijakan yang diharapkan tercapai dan dampaknya telah dirasakan 
mencukupi oleh masyarakat dalam berbagai aspek. Kecukupan menyangkup seberapa 
jauh tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, peluang dan manfaat dimana semakin 
tinggi tingkat efektifitas yang dirasakan maka nilai tercukupi atau kecukupan juga lebih 
memadai. Kecukupan masih berhubungan dengan afektifitas dengan menakar dan 
menghitung seberapa jauh hasil yang ada mampu memuaskan kebutuhan, peluang 
sehingga masyarakat menjaid kecukupan.  
Hal ini mengartikan bahwa sebelum suatu kebijakan dikeluarkan dan 
diimplementasikan lebih baik perlu adanya analisis dan kajian tentang kesesuaian strategi 
yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, menimbang cara sudah benar 
atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.  
d. Perataan  
Menurut Winarno (2002 : 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat diartikan 
dengan nilai keadilan social yang diciptakan terhadap sasaran kebijakan public. Kriteria 
perataan memiliki hubungan dengan rasionalitas legal dan social. Kebijakan yang 
berpedoman pada perataan adalah haisl kebijakannya diusahakan secara adil seadil-




efektif, efisien, kecukupan untuk masyarakat dan merata pendistribusiannya dengan 
kebijakan public yang menyangkup itu maka kesejahteraan social akan dapat meningkat. 
Suatu kebijakan dapat secara maksimal menciptakan keadilan social untuk meningkatkan 
kesejahteraan social dapat dilakukan melalui pertama, memaksimalkan kesejahteraan 
individu yang berarti memaksimalkan kesejahteraan social perindividu secara simultan 
kedua, melindungi kesejahteraan minimum yang berarti meningkatkan kesejahteraan 
minimum sebagian orang atau kelompok serta melindungi individu lainnya dari potensi 
merugikan. Ketiga,memaksimalkan kesejahteraan bersih dan keempat memaksimalkan 
kesejahteraan redistributive yang berarti memaksimalkan pemanfaatan hasil kebijakan 
untuk kelompok atau individu yang terpilih.  
e. Responsivitas  
Menurut Winarno (2002: 189): Responsivitas orientasi kebijakan sebagai respon 
dari suatu kegiatan yang berarti suatu tanggapan, tindakan masyarakat sabagai sasaran 
kebijakan atas pelaksanaannya suatu kebijakan public. Rensponsive berhubungan dengan 
seberap berpengaru kebijakan dalam memuaskan masyarakat dan menyelesaikan suatu 
permasalahan. Kebijakan public dapat dilihat dari renspons atau tanggapan masyarakat 
yang menanggapi tentang kebijakan sebelum pelaksanaan yang terlebih dahulu menakar 
pengaruh yang terjadi jika kebijakan dilaksanakan dan juga renspons masyarakat setalah 
pelaksanaan dengan merasakan dampak akibat dari pelaksanaan kebijakan dapat 
dirasakan dalam bentuk positif atau negative.   
Responsivitas termasuk dalam kriteria yang penting karena evaluasi kebijakan yang 
dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) 
akan terasa masih gagal atau kurang berhasil apabila tidak menanggapi kebutuhan yang 
benar-benar dibutuhkan dari kelompok atau individu yang seharusnya mendapatkan 
keuntungan dari adanya kebijakan. Oleh sebab itu, kriteria responsivitas adalah suatu 
bentuk actual dalam penilaian evaluasi kebijakan karena bersumber dari kebutuhan dan 
permasalahan yang diharapkan masyarakat individu atau kelompok terhadap kriteria 





f. Ketepatan  
Menurut Winarno (2002: 184): ketepatan menunjuk pada nilai atau makna intisari 
kebijakan yang didasari pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan dari kebijakan. 
Kriteria ketepatan berhubungan dengan rasionalitas subtanstif dimana menyangkut 
pokok-pokok tujuan dan merealisasikan tujuan tersebut. Hal ini berarti evaluasi dampak 
akibat kebijakan yang telah disahkan dan ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi 
dengan mengevaluasi tipe-tipe dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, 
kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijkan tersebut ditinjau 
dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.  
2.1.5.  Indikator Evaluasi Kebijakan  
Berdasarkan evaluasi kebijakan  sebagaimana dikemukakan oleh Edward A. Suchmann 
dalam Winarno (2002:169) bahwa ada indikator praktis guna untuk langkah 
mengevaluasi suatu kebijaka, yaitu: 
a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi 
b) Analisis terhadap masalah 
c) Deskripsi dan standarisasi kegiatan 
d) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi. 
Evaluasi kebijakan ini melihat secara obyektif program- program kebijakan yang 
dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi  masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-
tujuan yang telah dinyatakan  tersebut tercapai. Maka dari itu, kebijakan Redistribusi 
Tanah harus sesuai dengan prosedur dan menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. 
Adapun tujuan Kebijakan Redistribusi tanah ini tertuang dalam Peraturan Presiden No.86 
Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di Pasal 2 adalah sebagai berikut: 
1. Mengurangi ketimpangan pengusaandan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan 
keadilan. 




3. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis 
agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah. 
4. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan. 
5. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. 
6. Meningkatkan ketahanandan kedaulatan pagan 
7. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. 
  
2.2 Reforma Agraria 
Reforma Agraria mempunyai istilah yang menyatakan kepada dua hal yaitu Reforma yang 
berarti perubahan terhadap suatu system atau tatanan yang telah ada atau telah dibentuk pada 
suatu masa dan Agraria yang berarti Pertanahan. Secara umum Reforma Agraria diartikan 
melaksanakan perubahan kepemilikan, kepenguasaan dan kepemilikan system pertanahan 
kearah yang lebih baik dengan cara menata ulang hal-hal yang telah menyimpang dan tidak 
sesuai dengan situasi, kondisi, peraturan dan struktur ketata agrarian kehidupan bangsa dan 
Negara.  
Prof. Boedi Harsono, sebagai salah satu pengguna terminologi land reform, menyebutkan 
bahwa land reform meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta 
hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah. Setijo (2009) 
istilah Reforma Agraria mengacu pada reditribusi lahan yang dikarenakan kecilnya lahan 
pertanian atas dukungan dari pemerintah sedangkah secara luas mengacu pada perpindahan 
dari system agrarian suatu Negara yang dirubah untuk diratakan kepemilkan melalui proses 
redistribusi didalam Reforma Agraria (landreform).  
Reforma Agraria  dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, tepatnya di 
pasal 1 yang menyebutkan, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset 




Penataan aset dan penatan akses yang dimaksud adalah suatu program dari reforma agraria 
yang dimaksudkan menata ulang kepemilikan, kepenguasaan, kepenggunaan dan 
kemanfaataan tanah untuk melahirkan keadilan social dibidang kepenguasan dan kepemilikan 
tanh, serta juga memberikan kesempatan akses bantuan seperti permodalan atau 
pembimbingan kepada subyek penerima tanah untuk menaikkan tingkat kesejahteraan social 
dari segala aspek yang berbasis pada bidang agrarian dengan memaksimalkan potensi tanah. 
Reforma Agraria atau yang dikatakan Agrarian Reform adalah suatu penataan kembali 
(penataan ulang) susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria 
(khusus tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma,dan lain-
lainnya) secara menyeluruh dan koperhensif  (Gunawan Wiradi:2018). 
Penataan ulang dalam Reforma Agraria secara menyeluruh dan koperhensif artinya, 
sasarannya bukan hanya tanah pertanian tapi menyeluruh tanah yang lain juga seperti tanah 
kehutanan, tanah perkebunan, tanah pertambangan, tanah pengairan, tanah kelautan, tanah 
negara dan lain-lainnya. Hal itu juga harus didukung dengan  program-program penunjang 
yang komperhensif seperti sosialisasi, penyuluhan, pendidikan baik tentang pemanfaatan, 
pengoptimalan tanah, pendidikan teknologi dalam produksi, pendidikan dalam pemasaran, 
mendukung daya jual pasar, memudahkan penarikan modal ataupun perkreditan, dan lain-
lainnya (Emalianus.JSP Vol.16.No.3.2013)   
Menurut Setiawan (2008: 414), Reforma Agraria didefinisikan sebagai suatu penataan 
ulang atau restrukturisasi pemelikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber 
agraria terutama tanah untuk kepentingan petani,buruh tani dan rakyat kecil pada 
umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses inustrialisasi nasional 
Reforma Agraria ini didasari dengan prinsip-prinsip utama yang diusungnya, yaitu: 
A. Tanah untuk mereka yang benar-benar mengerjakannya  
B. Tanah tidak diajdikan komoditi komersial, yaitu tidak boleh djadikan barang dagangan 
(jual-beli yang semata-mata untuk mencari keuntungan) 




Prinsip Reforma Agraria ini harus tetap dipegang guna mewujudkan harapan dasar Reforma 
Agraria yaitu, mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah. Secara rinci, tujuan Reforma Agraria telah disebutkan dalam Peraturan 
Presiden Nomor 86 Tahun 2018, pasal 2, yang menyebutkan: 
A. Mengurangi ketimpangan penguasaaan dan kepemilkan tanah dalam rangka menciptakan 
keadilan. 
B. Menangani sengketa dan konflik agraria. 
C. Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria 
melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 
D. Menciptakan lapangan pekerjaan. 
E. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. 
F. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. 
G. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. 
2.3 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 merupakan suatu  kebijakan di bidang agraria  
yang  menggantikan atau mepembarui dari kebijakan sebelumnya. Kebijakan agraria ini 
sendiri sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 
khususnya di Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 224 tahun 1961 tentang 
Pelaksanaan Landreform.  
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria ini ditandatangi 
dan disahkan mulai tanggal 24 September 2018 dengan mempertimbangkan bahwa disaat ini 
pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, 
penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia harus dibenahi (https://setkab.go.id/perpres-
no-862018-inilah-tanah-yang-akan-jadi-objek-reforma-agraria-dan-subjeknya/ )   
Peraturan Presiden ini mengatur tentang pengoperasional dari penyelenggaraan 
Reforma Agraria, baik dari segi perencanaan, strategi pelaksanaan, perhitungan tanah dan 




Penyelenggaraan Reforma Agraria yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 
Tahun 2018 dilaksanakan melalui tahapan penataan aset dan penataan akses, dengan 
penyelenggara kerja dilaksanakan oleh pemerintahan pust dan pemerintahan daerah terhadap 
tanah objek reforma agraria (TORA) melalui Perencanaan Reforma Agraria dan pelaksanaan 
Reforma Agraria (https://setkab.go.id/perpres-no-862018-inilah-tanah-yang-akan-jadi-objek-
reforma-agraria-dan-subjeknya/). 
 Perencanaan Reforma Agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 diatur 
dalam pasal 4 ayat  2(a,b) itu meliputi: 
A. Perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan kepemilkan Tanah Obyek RA 
(TORA) 
B. Perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi 
atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 
C. Perencanaan kepastian hukum dan legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 
D. Perencanaan penanganan sengketa dan konfik agraria 
E. Perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria 
2.3.1. Kriteria Obyek Tanah  
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018  juga mengatur tentang klasifikasi atau 
kriteria dalam pemilihan  obyek tanah, dalam pasal 8 telah disebutkan ada 11 Kriteria 
obyek tanah yang bisa dikonversi ke Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), meliputi: 
A. Tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan  Hak Guna Bangunan (HGB) yang 
kadaluarsa izinnya dan tidak memohon keberlanjutan izin serta tidak memohon 
pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir 
B. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan 
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari bidang HGU yang berubah menjadi 




C. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua 
puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU 
dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya 
D. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan hasil perubahan 
batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi:  
1. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan 
perundang-undangan menjadi TORA 
2. Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah 
diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan 
E. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan 
masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria 
F. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria 
G. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan 
H. tanah timbul 
I. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah meliputi: 
1. Tanah yang dihibahkan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan 
2. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria 
3.  Sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya 
pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada 
pemerintah sebagai TORA 
4. Tanah Negara yang dikuasai masyarakat 
J. tanah bekas hak erpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang 
luasnya lebih dari 10 bouw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan 




maksimum, tanah absente, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih 
tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai objek 
redistribusi tanah. 
Obyek Tanah yang tegolong dalam kriteria diatas ini akan bisa ditetapkan menjadi 
tanah obyek Reforma Agraria yang nantinya akan dipetakan dan dikonversi 
menjadi tanah untuk subyek penerima tanah dalam program Redistirbusi Tanah 
Reforma Agraria (Peraturan Presiden No. 86 Tahun  2018.Pasal 8 ).  
Obyek tanah yang telah disebutkan menjadi pedoman atau petunjuk jenis tanah 
yang bisa dikonversikan ke Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), dengan 
adanya kriteria tanah membuat pemetaan tanah dan penggolangan tanah akan lebih 
tepat sasaran. Kriteria yang jelas memenuhi visi program yaitu meredistribusikan 
tanah milik Negara atau terlantar kepada golongan masyarakat yang memang 
membutuhkan.  
2.3.2    Subyek Peenerima Tanah 
Kriteria Subyek Penerima tanah juga diatur dalam Pasal 12 ayat 1,2,3 dalam 
Peraturan Presiden No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, hal ini bertujuan 
untuk kebijakan agar tepat sasaran kepada masyarakat yang bisa mengoptimalkan, 
menggunakan serta memanfaatkan tanah untuk menciptakan kehidupan yang 
sejahtera, terdiri dari individu dengan hak milik, kelompok masyrakat dengan hak 
kepemilikan bersama dan badan kelembagaan hukum . Untuk individu atau 
perorangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:  
A. Warga Negara Indonesia (WNI). 
B. berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah 
C. bertempat tinggal di satu tempat wilayah dengan objek redistribusi tanah atau 
bersedia tinggal di wilayah redistribusi tanah.  




A. Petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 ha atau lebih kecil dan/atau petani 
yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih 2 ha 
B. Petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang 
bukan miliknya 
C. Buruh  tanah yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan 
mendapat upah 
D. Guru  honorer yang belum berstatus sebagai PNS 
E. Pekerja  harian lepas 
F. Pedagang Informal 
G. Nelayan Kecil, Tradisional dan Buruh Nelayan 
H. Pegawai  swasta dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak 
I. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah 
J. anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua atau yang 
setingkat. 
Sedangkan kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama merupakan 
gabungan dari orang perseorangan yang disebutkan diatas, perseorangaan yang 
membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentuserta memenuhi persyaratan 
untuk diberikan obyek redistribusi tanah. Dan badan hukum yang dimaksud sebagai 
subyek penerima tanah ini berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 
Koperasi, perseroan terbatas atau yayasan yang juga dibentuk oleh subyek Reforma 
Agraria dari orang perseorangan  .  
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menyebutkan secara detail dan terperinci 
dalam subyek penerima tanah ini dengan tujuan meminimalisir redistribusi tanah ini 
jatuh ketangan yang salah dan membuat program redistribusi ini tepat sasaran ke 
subyek yang bias memaksimalkan atau memanfaatkan dan mengeksploitasi asset yang 
telah diberikan. Akan tetapi, permasalahan sering muncul dari subyek penerima 




secara keseharian calon subyek berprofesi menjadi petani atau buruh tani akan tetapi 
berbeda dengan data di Kartu Tanda Penduduknya (KTP) yang menyebutnya 
berprofesi wiraswasta. Hal itu lah yang menjadi problem tersendiri dalam penentuan 
subyek dalam program reforma agrarian ini.  
Peraturan Presiden ini juga menyebutkan tentang aturan luas maksimum tanah 
redistribusi tanah untuk lahan pertanian dengan diatur dengan maksimal luas 5 (lima) 
hektar sesuai dengan adanya TORA dengan pemberian hak milik untuk individu atau 
hak kepemilikan bersama untuk kelompok masyarakat. 
Pemerintah berkeinginan mewujudkan daerah maju dan berkualitas serta 
mensejahterakan rakyatnya dengan cara mendirikan kebijakan dan program unggulan 
pada wilayah dan daerah tersebut terutama desa. Oleh karena itu pemerintahan desa 
seringkali menjadi pusat perhatian public karena sector desa mempunyai potensi 
unggulan dan bersentuhan langsung kepada masyarakat ( Hidayatullah, A. Salahudin, 
Mulyono, H:2018) kebijakan Reforma Agraria ini adalah Kebijakan Program Nasional 
(Pronas) yang ditujuakan kepada masyarakat desa dan mengaktifkan kegiatan 
pemerintah desa untuk bertujuan mensejahterakan masyarakat khusunya disektor desa. 
2.4  Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) 
Menurut Erich Jacoby Reforma Agraria terkenal dengan sebutan landreform. Dalam 
hal khusus, pengertian landreform memiliki makna sederhananya yaitu merombak susunan 
agraria dalam kepemilikan dan kepenguasaan lahan terutama redistribusi tanah (Arie Susanti 
Hutagalung, Op. Cit. hal. 57).  Membahas tentang redistribusi tanah dikatakan usia 
Redistribusi tanah ini sama dengan umur manusia dimana prosesnya akan terus berkelanjutan 
dan akan berhubungan dengan sejarah karena tanah tidak akan lekang oleh waktu. Di Benua 
Eropa program seperti ini diawali dengan membagikan lahan pertanahan untuk para prajurit 
romawi yang selanjutnya dititu oleh tingkatan yang lebih tinggi, landreform Grachi bertujuan 
untuk membebaskan buruh tani romawi dari perbudakan dan ingin membenahi kehidupan 
petani dari segi ekonomi dan probadi Grachi sendiri (Arie Susanti Hutagalung, Op. Cit. hal. 
57). Redistribusi tanah ini juga muncul di era revolusi perancis. Redistribusi tanah di dasari 




segelintir individu yang berarti perindividu mempunyai kepemilikan tanah yang sangat luas 
sedangkan di pihak lainnya adanya sebagian besar masyarakat yang mempunyai lahan kecil 
atau bahkan tidak mempunya lahan, ini sering djumpai oleh Negara-negara berkembang di 
Eropa, Asia dan Amerika Selatan. Negara berkembang biasanya memiliki tekanan penduduk 
yang tinggi dan industrisasi yang tinggi untuk menampung banyaknya masyarakaat pedesaan 
dinegara berkembang (Arie Susanti Hutagalung, Op. Cit. hal. 53).  
Redistribusi tanah adalah proses redistribusi atau pembagian lahan pertanahan yang berasal 
dari tanah Negara serta juga sudah ditetapkannya menjadi obsaan (tenure) bagi mereka yang 
menggarap lahan. Redistribusi tanah saat inyek reforma agraria yang diberikan kepada para 
subyek penerima  yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
presiden no.86 tahun 2018 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat 
khususnya para petani penggarap ( Novprastya.2014 ). 
  Redistribusi tanah obyek reforma agraria merupakan suatu perubahan besar dalam struktur 
agraria yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguai 
menjadi suatu persoalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dengan 
mengingat kebutuhan akan tanah sangat meningkat untuk pertumbuhan pembangunan yang 
terjadi di mana-mana sedangkan tanah itu sendiri tetap (Aisyah..2014).  
2.4.1 Organisasi Pelaksanaan Kebijakan 
Kebijakan Reforma Agraria melahirkan program Redistribusi tanah dan Legalisasi 
Aset yang dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah dalam mengatur 
tatanan pertanahan melalui Kepala Negara dan Kabinet Kementerian serta 
kelembagaan khusus dalam bidang agrarian. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan 
tugasnya,   penyelenggaraan Reforma Agraria dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional 
yang diketua  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tim Reforma Agraria 
Nasional melaksanakan tugas dengan melibatkan, bekerja sama, dan/atau 
berkoordinasi dengan  kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi,  dan/atau 
pemangku kepentingan. Tim reforma Agraria Nasional  membentuk tim  Gugus Tugas 
Reforma Agraria.yang bertugas  pembantu pelaksanaan tugas Tim  Reforma Agraria 
Nasional  meliputi: 




B. Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi  
C. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.  
Gugus tugas Reforma Agraria Pusat diketua oleh Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang bertugas mengoordinasikan 
penyediaan, pelaksanaan dan integrasi pelaksanaan  Penataan Aset dan Penataan Akses 
TORAditingkat pusat , serta menyampaikan laporan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan  Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Gugus Tugas Reforma 
Agraria KabupatenlKota. 
Gugus tugas Reforma Agraria Provinsi diketua oleh gubernur yang bertugas  
mengoordinasikan penyediaan TORA, memfasilitasi pelaksanaan, mengoordinasikan 
integrasi pelaksanaan,   serta menyampaikan laporan kepada Gugus Tugas Reforma 
Agraria Provinsi dan pengawasan terhadap pelaksanaan  Gugus Tugas Refrma Agraria 
KabupatenlKota. 
Gugus tugas Reforma Agraria Kota/ Kabupaten  diketua oleh Walikota/ Bupati yang 
bertugas: 
A. Mengoordinasikan  penyediaan TORA. 
B. Memberikan  usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah 
negara sekaligus  ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau  pejabat yang 
ditunjuk. 
C. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA dalam rangka Penataan 
Aset di tingkat kabupaten/kota 
D. Menyampaikan  laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada Gugus 
Tugas Reforma  Agraria Provinsi 
E.Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di 
tingkat kabupaten/kota, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset 





2.4.2. Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Redistribusi Tanah 
Tahapan kegiatan redistribusi meliputi:  
1) Persiapan  
2) Penyuluhan kepada calon penerima redistribusi  
3) Identifikasi objek (lokasi) dan subjek (peserta penerima redistribusi)  
4) pemilihan calon penerima (masyarakat)  
5) Pengukuran bidang-bidang Tanah  
6) Membuat tugu poligon  
7) Pemetaan Topografi dan penggunaan tanah  
8) memantau dan memerika lokasi  
Dari hasil tahapan-tahapan tersebut di atas akan menghasilkan data- data sebagai 
berikut:  
1) Daftar inventarisasi objek dan subjek penguasaan dan penggunaan Tanah  
2) Daftar calon penerima reedistribusi  
3) Peta pengukuran rincikan  
4) Peta Topografi  
5) Desain Tata Ruang dan realokasi DTR  
6) Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah  
7) Selanjutnya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk 






 2.5 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu landasan atau acuan penulis dalam 
melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 
mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 
penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis 
mengangkat beberapa penelitian sebagai refrensi dalam memperkaya bahana kajian pada 
penelitian penulis. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu berupa beebrapa jurnal terkait 






Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Diyan Isnaeni kebijakan program 
redistribusi tanah bekas 
perkebunan dalam 
menunjang pembangunan 
sosial ekonomi masyarakat 
di Kulonkambang Kec. 
Doko Kabupaten Blitar 
Kebijakan program 
redistribusi tanah termasuk 
dalam reforma agrarian yang 
bertujuaan untuk 
menciptakan asset reform. 
Implementasi dari program 
redisstribusi bekas tanah 
perkebunan didasari oleh 
mengangkat nilai kearifan 
local yang ada, bukan dari 
PP tahun 1960. 
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Diyan isnaini menjelaskan  cara pelaksanaan 
redistribusi tanah yang didasari oleh kearifan local dan penyelesaian sengketa dari 
pengguna lahan atau pemilik perkebunan sebelumnya. Sedangkan penulis akan membahas 
evaluasi kebijakan dari Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018. 
Suteki Suteki Kebijakan REdistribusi 
Tanah Hak Guna Usaha 
Kebijakan  perencanaan 






Ditinjau Dari Perspektif 
Socio Legal 
Bengkulu akan sangat 
mempengaruhi tingkat 
kesejahteraan masyarakat, 
hal ini dibuktikan dengan 
redistribusi tanah berupa 
pembagian tanah pertanian. 
Bukti sertifikat tanah dapat 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat penerima 
redistribusi tanah dalam 
meningkatkan taraf hidup 
maasyarakat. Perencanaan 
akan dilakukan oleh Pihak 
BPN Provinsi Bengkulu 
dilakukan setelah penetapan 
Perbedaan: Penelitian yang dilakuan Suteki Suteki menjelaskan kebijakan perencanaan, 
penelitian dengan metode socio legal guna mendeskripsikan apabila kebijakan redistribusi 
tanah diimplementasi kan. Sedangkan peneliti mengkaji kebijakan redistribusi tanah yang 




redistribusi tanah terhadap 
kenaikan  
pendapatan masyarakat 
penerima redistribusi tanah  
di provinsi jawa tengah 
 
Kegiatan reforma agraria 
dalam bentuk redistribusi 
tanah tahun 2014 di Provinsi 
Jawa Tengah dilaksanakan 
di 14 kabupaten sebanyak 
3.000 bidang tanah seluas  
342,785 ha dengan penerima 
redistribusi tanah sebanyak 
2.541 Kepala Keluarga.  
Kontribusi kegiatan 
redistribusi tanah terhadap 
kenaikan pendapatan 
masyarakat  
penerima reforma agraria 
khususnya penerima 





secara makro yakni: 
1) Adanya penurunan angka 
kemiskinan di lokasi 
kegiatan redistribusi tanah 
2) Adanya peningkatan 
PDRB khususnya sektor 
pertanian  
 
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Restu Istiningdyah, Sutaryono, Wahyuni, 
mengevaluasi dampak dari adanya redistribusi tanah di tahun 2014. Sedangkan penulis 
meneliti tujuan dan juga hasil dari kebijakan terhadap masyarakat. 
Rochman Susetyo Utomo  penguasaan dan 
pemanfaatan tanah hasil 






tanaah sebagaian besar 
dikuasai oleh petani yang 
menjadi subyek penerima 
redistribusi tanah, sebagian 
kecilnya dikuasai oleh non 
petani yang berasal adri 
pembeli tanah.  
Pemanfaatan tanahnya 
sebagian besar digunakan 
untuk bertani secara aktif 
dan sebagian kecilnya tidak 
dimaanfaatkan secara 
maksimal oleh petani dalam 
hal ini dikerjakan secara 
pasif.   
Perbedaan: penelitian yang dilakukan oleh Rochman Susetyo Utomo menjelaskan tetang 
pasca implementasi yang dilaksanakan khususnya menjelaskan tentang penguasaan dan 
pemanfataaan sepenuhnya kepada para penerima redistribusi. Sedangkan penulis ini 








Tanah Obyek Lanreform di 
Kabupaten Buleleng 
Pelaksanaan Redistribusi 
Tanah Obyek Lanreform di 
Kantor ATR/BPN Kantah 
Kabupaten Buleleng belum 
berjalan secara efektif hal 
tersebut dikarenakan 
terkendalanya, yaitu 
Hilangnya Surat Keputusan 
pemberian tanah redistribusi 
yang menyebabkan pihak 
penerima tanah redistribusi 
tidak bisa mendaftarkan 
tanahnya.   
Kurangnya penyuluhan dari 
aparat pertanahan pada masa 
di laksanakannya 
redistribusi. 
 Gantirugi yang tidak 
sesuaidengan harga jual 
tanah pada saat  ini atau 
gantirugi yang rendah. 
 
Perbedaan: penelitian dari RatnaArthaWindari, menjelaskan tentang keefektifan 
implementasi yang dinilai masih kurang efektif. Sedangkan penulis akan lebih mengkaji kea 
rah evaluasi kebijakan reforma agraria yang melihat keefektifan kebijakan baik dari tujuan 
kebijakan, aturan pelaksanaan dan hasil dari kebijakan. 
Sumber: Hasil Kajian Penulis. 2020.  
 
 
